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DKI Bisa Kehilangan Rp 56 M

Sub Bagian Humas

Balai Kota, Warta Kota
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta berpotensi kehilangan
pendapatan asli daerah (PAD)
sebesar Rp 56 miliar. Kehilangan
tersebut terjadi jika Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) untuk ru-

mah hunian dihapus. 2. Bea Balik Nama
"Tahun ini kami menargetkan Kendaraan Bermotor

PAD dari PBB sebesar Rp 8 trili- 3. .Pajak Bahan Bakar

un. Tapi jika ditetapkan pengha- *  Kandaraan Bermotor

pusan PBB pada rumah hunian, | 4 Pajak Air Tanah ‘

kami perkirakan PAD yang hilang 5. Pajak Hotel

sebesar 0,07 persen dari Rp 8 6. Pajak Restoran

triliun," kata Andri kunarso, . -

Kepala UPT Pelayanan Informasi |~ .- "a/ak Hiburan

dan Penyuluhan Dinas Pelayanan l Paj.ak Rekiam_e

Pajak DKI Jakarta, Sclasa (17/2), | 9- PaJlak Pengrangan Jalan
Menurut Andri, jumlah ter- ~ 10: Pajak Parkir

sebut masih belum dipasti- = 11. Pajak Rokok

kan. Pasalnya, kebijakan itu  12. Pajak Bumi Bangunan

hingga kini belum ditetapkan = 13. Bea Perolehan Hak atas

oleh Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. .

"Sekarang kami belum men-
dapatkan informasi lebih lanjut.

Tapi untuk meningkatkan PAD
melalui pajak, bisa ditingkatkan
menggunakan sistem pembayar-
an pajak dalam jaringan (daring/
online)," kata Andri,

Menurut Andri, PAD PBB
tahun lalu mencapai Rp 6,5
triliun. Namun tahun ini ditar-
getkan mencapai Rp 8 triliun.
Sedangkan untuk PAD pada
pajak secara keseluruhan tahun

lalu mencapai Rp 32,5 triliun.

Tahun ini ditargetkan mencapai
Rp 38 triliun.

Sebelumnya, Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
menanggapi kebijakan PBB di-
hapus, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta hanya bisa menjalankan
peraturan tersebut.

"Kalau memang itu peraturan-
nya dari kementerian, kami patu-
hi. Enggak mungkin kami tidak
mematuhi peraturan tersebut,"
katanya. (suf)
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